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Abstract;
This article aims at outlining the characteristics of Ibn Khaldun’s political
thought and at analyzing Ibn Khaldun’s views on state leadership. Based
on Ibn Khaldun’s works, it clearly explains that Ibn Khaldun saw man
from sociological and anthropological point of views. For him, human
are not able to live without living and working with other creatures. This
shows the necessity of organization for all mankind due to its function as
an important factor in leading human existence to perfection.
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I. Pendahuluan
andangan Ibn Khaldun tentang kehidupan politik perlu disimak,
terutama dalam praktek politik yang sering kali terdapat di tengah-
tengah kita sekarang ini. Baginya politik pada pokoknya adalah
sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang kotor yang harus ditolak, atau
diterima karena terpaksa saja. Politik dan kehidupan bernegara adalah sesuatu
yang hanya dimiliki manusia saja.1 Manusia berpolitik karena kelebihannya
dengan mahluk lain dalam alam semesta ini. Tidak ada mahluk lain yang
berkehidupan politik dan berkehidupan kenegaraan, selain dari manusia.
Karena itu sewajarnyalah apabila kehidupan politik itu dihadapi dengan segi-
segi terbaik yang dimiliki manusia. Dan segi-segi terbaik itu biasanya
diasosiasikan dengan moralitas yang tinggi dan kehidupan keagamaan yang
luhur. Moralitas itu tinggi dan agung, karena dengan itulah manusia
memanifestasikan ketinggiannya terhadap mahluk-mahluk yang lain. Agama
itu agung karena ia memberikan ajaran yang paling terpuji yang dapat diterima
manusia, sehingga dapat memberikan keselamatan terhadap manusia bukan
dalam kehidupan dunia ini saja, akan tetapi juga menjanjikan keselamatan
dalam kehidupan yang lebih kekal di akhirat nanti.
Ibn Khaldun2 tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan
manusia dalam kehidupan politik itu, sebagaimana juga halnya dengan banyak
kekuarangannya dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Penyalahgunaan
kekuasaan, penggunaan kekuasaan  untuk mencari keuntungan dan
P
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kesenangan pribadi, dan lain-lain sebagainya, adalah juga realitas yang tidak
pernah absen dalam kehidupan manusia.3
Ibn Khaldun memandang manusia dari sisi sosiologi dan antropologi,
bahwa manusia tidak mampu hidup tanpa bekerja sama dengan mahluk lain.
Ketidak mandirian manusia itu terutama dilihat dari dua kenyataan; pertama
dari segi pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, dari segi pertahanan diri dari
berbagai ancaman dan bahaya.
Oleh karena itu, organisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua
manusia. Karena tanpa organisasi, eksistensi manusia tidak akan sempurna.
Keinginan Tuhan hendak memakmurkan dunia dengan mahluk manusia dan
menjadikan manusia di bumi sebagai Khalifah4 atau pengelola alam dan isinya
untuk maslahat seluruh ummat manusia. Dari latar belakang di atas, tulisan ini
secara umum akan mengulas bagaimana Karateristik Pemikiran Politik Ibn
Khaldun dan bagaimana pandangan Ibn Khaldun dalam Kepemimpinan pada
suatu negara.
II. Kondisi Sosial pada Masa Hidupnya
Kondisi sosial semasa hidup seorang tokoh merupakan suatu hal yang
memiliki kaitan erat dengan ketokohannya. Keadaan tersebut juga dialami oleh
Ibn Khaldun,5 karena ia tidak dapat dilepaskan dalam stuasi dan kondisi di
mana ia dibesarkan.
Kondisi sosial Masyarakat pada masa Ibn Khaldun merupakan masa
kemunduran dan perpecahan yang merupakan konsekuensi logis dari adanya
konflik yang melanda dunia Islam di Timur dan Barat. Di Afrika Utara bagian
Barat yang sering disebut dengan Magrib, tempat di mana Ibn Khaldun
dilahirkan dan malang melintang di dunia politik, pada abad ke-14 ditandai
dengan kemandegan pemikiran, kemudian oleh kekacauan politik. Kekuasaan
Muslim Arab telah jatuh sehingga banyak negara bagian melepaskan diri dari
pemerintahan pusat. Konflik, intrik, perpecahan dan kericuhan meluas dalam
kehidupan politik dan setiap orang berupaya meraih kekuasaan6, Negara-
negara di sekitar wilayah tersebut, yaitu Bijayah, Mahdiyah, dan Qal’at saling
berperang dan masing-masing berupaya untuk saling mengalahkan.
Di sisi lain, Eropa mulai menampakkan tanda-tanda perubahan dan
kebangkitan yang mulai muncul sejak abad ke 13-14. Abad ke-13, Eropa
didominasi oleh pemikir konstruktif positif, masa para ahli teologi dan filsafat
spekulatif positif.7 Mereka semua percaya bahwa otak manusia memiliki
kemampuan untuk melampaui dunia fenomena dan mencapai kebenaran
metafisis.
Ibn Khaldun dilahirkan dari keluarga politisi dan intelektual sekaligus.
Suatu cirri khas yang turut serta melatari corak pemikirannya. Tradisi
intelektual yang telah ia warisi dari keluarganya dan lagi jalan hidupnya yang
ditandai dengan berbagai macam pekerjaan dan kehidupan ilmiah telah
membentuk pula kerangka berfikirnya yang realistik dan rasional. Ibn Khaldun
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adalah seorang aktivis dan pemikir politik sekaligus yang telah menghabiskan
seluruh umurnya dalam pertarungan dan petalangan politik dalam berbagai
bentuknya di kurun waktu dan bagian dunia tempat di mana ia hidup.
Keterlibatan Ibn Khaldun di bidang p[olitik praktis saat usianya belum
juga genap dua puluh tahun. Pada mulanya, ia menjabat sebagai tukang
stempel surat pada pemerintahan Abu Muhammad ibn Tafrakin. Tatkala
Tafrakin ditaklukan oleh Abu Zaid, salah seorang penguasa Konstantinopel,
Ibn Khaldun melarikan diri dan berkerja kepada Sultan Inan di Tlemcen. Ibn
Khaldun digaji oleh Ibn Inan sebagai gaji seorang sekretaris dan muwaqqi.8 Ia
mengaku menerima jabatan tersebut dengan setengah hati, karena ia
menganggap kedudukan tersebut kurang setara dengan status sosial
keluarganya yang turun temurun selalu menjadi orang terhormat di kerajaan.
Meskipun ia mendapat penghargaan tinggi dari sultan, namun
hasratnya untuk menjadi orang besar dan disegani memaksanya untuk terjun
langsung ke dalam kancah politik praktis dan bekerja sama dengan pihak lain
untuk menggulingkan sultan. Hal ini membuktikan bahwa ambisi politiknya
telah memnuhi jiwanya meskipun ia masih muda.9
Ibn Khaldun membantu Amir Abu Abdullah Muhammad dalam meraih
kembali kekuasaanya, dengan syarat kalau usahanya berhasil, ia akan diangkat
sebagai perdana menteri. Namun Abu Inan mengetahui persekongkolan
tersebut dan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ibn
Khaldun. Ibn Khaldun mendekam dua tahun dalam penjara, dan selama itu, ia
berkali-kali memohon ampun kepada sultan untuk membebaskannya.
Menjelang kematiannya, sultan berjanji membebaskannya. Setelah bebas dari
penjara Ibn Khaldun mendukung Abu Salim yang pada tahun 1359 M, menjadi
penguasa Maroko dan mengangkat Ibn Khaldun sebagai sekretaris negara dan
penasehatnya.
Pada tahun 1362, Ibn Khaldun bergabung dengan pemerintahan
Mohammad V dari Granada. Pemerintahan Mohammad berakhir setelah
ditaklukan dan dibunuh oleh sepupunya Abu al-Abbas. Ibn Khaldun datang
menyambut kemenangan Abbas dan kemudian Ibn Khaldun diberikan
kedudukan di daerah Bijayah. Ibn Khaldun bertahan pada kedudukannya,
hingga kemudian ia merasa bahwa pemerintah sudah tidak mempercayainya
lagi dank arena itu ia memutuskan untuk berangkat ke Bashrah. Di sana ia
dipanggil  oleh Amir Abu Hamu untuk menjadi perdanan menteri di Tlecemen,
namun Ibn Khaldun menolak dan mengajukan saudaranya untuk menduduki
posisi tersebut.
Kehidupan politik Ibn Khaldun yang cenderung selalu berubah dari
pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain menunjukkan ambisi dan
hasrat besarnya dalam bidang tersebut. Ia merasa tidak harus malu dengan
sikapnya yang berubah-ubah dan sanjungan diplomatisnya, karena semua
orang tidaklah bersikap tetap dan semuanya bersalah, baik dalam satu hal
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maupun dalam hal lainnya. Baginya, tidaklah jahat orang yang bersalah,
selama tetap mengikuti hukum sosial.
Hal ini dikomentari oleh Schmidt bahwa ia dengan mudah mengubah
kesetiaannya, meninggalkan seorang tuan dan mengabdi kepada tuan yang
lainnya, dengan lihai ia memanfaatkan keberhasilan mereka. Ia benar-benar
berpengalaman bagaikan seorang diplomat masa kini. Karena politik
merupakan pekerjaan yang berbahaya…. Ibn Khaldun tidak salah pilih dengan
bidang ini,itu kelihatannya suatu pernyataan yang tidak langsung, bukan
hanya kecerdasan dan muslihat, rasa hormat dan kedermawanan tetapi juga
tipu muslihat dan penyogokan. Sajak-sajak, surat-surat, dan karya-karya
sejarahnya menunjukkan betapa sempurna ia memperlihatkan seni tipu
dayanya, halus dan menjebak atau menjengkelkan atau menyenangkan,
tergantung lingkungan. Hal itu sudah sangat biasa dilakukan dan dianggap
begitu bermanfaat, sehingga kadang-kadang ia tidak menyadari bahwa hal itu
dapat menimbulkan akibat yang tidak baik pada dirinya. Sejauhmana ia
mengetahui perbedaan antara anugerah yang diberikan secara logis sebagai
perwujudan dari rasa prihatin, perhatian, atau pengikut dan pemberian atau
hadiah, dianggap belum begitu jelas dalam dunia politik, hal itu merupakan
persoalan yang masih kabur untuk dipertanyakan.10
Hal ini senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa bidang politik
lebih luas dari bidang hukum, sehingga seorang politikus terkadang tidak
selalu mempergunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan, melainkan ada
kalanya melakukan sesuatu yang secara nyata melanggar hukum.11
III. Karateristik Pemikiran Politik Ibn Khaldun
Dalam hal kepemimpinan, Ibn Khaldun tidak menggunakan
pendekatan keagamaan, tetapi lebih menekankan pada pendekatan sosial dan
budaya. Ia menolak menghubungkan soal kepemimpinan dengan syari’ah,
karena menurutnya bahwa eksistensi manusia itu dapat saja ada tanpa
kepemimpinan agama. Di satu pihak, dalam kenyataanya agama jarang
menjadi sentral pemikiran manusia, di pihak lain, negara-negara yang tidak
beragama Islam jumlahnya jauh lebih banyak.12 Hal ini berangkat dari
fenomena kehidupan pada masanya, di mana orang-orang Majusi adalah
mereka yang tidak menganut agama Samawi pada umumnya dan mereka tidak
memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah, tetapi mereka memiliki Negara
yang besar dan meninggalkan sejarah yang membanggakan. Dengan demikian,
bahwa kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat itu tidak mesti
berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu
kemestian hidup, manusia bermasyarakat, terlepas dari kenyataan apakah
mereka menganut agama samawi atau bukan. Hal ini juga berangkat dari
fenomena bangsa Eropa yang pada abad ke 14 melakukan sentralisasi
kekuasaan pada tangan raja-raja tanpa adanya campur tangan gereja,13 yang
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kemudian negara-negara tersebut menjadi cikal bakal Negara nasional yang
kuat yang kemudian menjadi cirri bentuk Negara di Eropa.14
Dalam pandangan Ibn Khaldun, wahyu Allah bukanlah merupakan
kodrat dan tidak diperlukan dalam organisasi politik pada sebuah Negara.
Kekuasaan politik tetap ada meskipun tanpa hukum-hukum Allah.15 Penyataan
tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pendapat Ibn Sina dan al-
Farabi yang mengatakan bahwa wahyu dan hukum bersifat kodrati dan
diperlukan bagi organisasi politik.16
Ketika berbicara tentang kepemimpinan seorang pemimpin dalam
kemasyarakatan, Ibn Khaldun mengatakan hal itu dapat ditegakkan dengan
salah satu dari dua cara; yakni solidaritas dan factor endogen sang pemimpin.
Agama dan politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar
dalam menciptakan integritas social. Sebaliknya, bila tidak beriringan maka
kekuatannya akan sirna, karna almulk ditimbulkan oleh superioritas yang
timbul karna solidaritas dan pertolongan Allah untuk menegakkan agama.17
Motivasi agama untuk mencapai kemenangan itu menyebabkan
teratasinya segala perselisihan, sehingga terhindar dari perpecahan. Hal ini
merupakan realitas social yang merupakan sifat kodrati manusia yang mutlak
diperlukan bagi eksistensi bangsa.18 Dari sini terlihat adanya suatu sikap yang
controversial pada Ibn Khaldun, tetapi pada dasarnya, Ibn Khaldun tidak
memihak agama dalam pengertian sempit, tetapi menuju agama dalam arti
yang lebih luas yaitu sunnatullah.
IV. Konsep Pemikiran Ibn Khaldun tentang Kepemimpinan dalam Islam
Berbicara tentang pemikiran politik Ibn Khaldun dalam hal
kepemimpinan, ini terbagi menjadi :
1. Negara: Suatu bentuk organisasi
2. Keharusan mendirikan lembaga kepemimpinan
3. Kualifikasi pemimpin
4. Cara pengangkatan pemimpin
5. Hubungan antara pemimpin dan rakyat
6. Pola kepemimpinan rakyat
Berikut dijelaskan secara terperinci;
1) Negara
Menurut Ibn Khaldun, negara mempunyai keterkaitan erat dengan
peradaban, keduanya bertalian erat dan saling mengisi. Suatu negara tanpa
peradaban sukar untuk dibayangkan bagaimana wujudnya. Sebaliknya
peradaban tanpa negara adalah tidak mungkin karena hal itu bertumpu pada
naluri mnusia untuk bekerja sama.
Keberadaan suatu negara didukung dan ditentukan oleh solidaritas,
karena inti suatu negara adalah solidaritas. Untuk menjelaskan bagaimana
berlakunya solidaritas dalam masyarakat dan pembentukan negara, Ibn
Khaldun mengangkat contoh Negara-negara pra Islam maupun sesudah Islam,
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di mana Byzantium, Persia, dan Arab muncul kemudian hancur karena unsur
solidaritas dalam negara tersebut.
Kebiasaan mereka setelah suatu negara berdiri teguh, ia bisa saja
menyingkirkan ashabiyat dan orang cenderung melupakan masa-masa awal
berdirinya suatu negara. Karena keluarga secara turun temurun menjadi
pemimpin yang diakui dan dipatuhi, maka mereka merasa sudah tidak lagi
membutuhkan ashabiyat untuk mempertahankan negara mereka.
Dalam pandangan Ibn Khaldun tipologi negara dengan tolak ukur
kekuasaan dibagi menjadi dua:
1. Al-Mulk al-Thabi’iy: Negara dengan ciri kekuasaan alamiah. Ciri negara
ini biasanya sang pemimpin berlaku sewenang-wenang dan cenderung
dictator, sehingga prinsip keadilan diabaikan, yang terpenting hanya
keunggulan dan kekuatan.
2. Al-Mulk al-Siyaasiy: Negara dengan cirri kekuasaan politik. Negara ini
terbagi menjadi:
a. Negara hukum (siyasah diniyah), adalah Negara yang menjadikan syariah
(hukum Islam) sebagai fondasinya. Dengan demikian Negara semacam ini di
samping berkarakteristik al-Quran dan hadis, juga menempatkan akal manusia
dalam perannya yang sangat urgen dalam kehidupan bernegara. Tipe ini
merupakan satu-satunya bentuk tata politik dan cultural yang permanen.19
b. Hukum Sekuler (Siyasah aqliyah), adalah Negara yang hanya
mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan
hukum yang bersumber dari wahyu.
c. Republik ala Plato (siyasah Madaniyah), dalam Negara ini segelintir orang
elit duduk sebagai penguasa memerntah atas segolongan budak-budak.
2)Keharusan Mendirikan lembaga Kepemimpinan
Hal yang mendasari alasan Ibn Khaldun adalah bahwa manusia
mempunyai sifat ingin memiliki, merampas dan menguasai milik sesamanya.
Untuk itu manusia memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa
mengendalikan kehendak mereka dan membuat aturan-aturan tertentu untuk
kebaikan mereka.
Selain itu perintah Tuhan yang termaktub daam surat al-Israa (17): 3320
dan surat Huud (11): 61,21 yang menetapkan manusia untuk menjadi khalifah
dan menganjurkan untuk memakmurkan bumi.
3) Kualifikasi Pemimpin
Jabatan pemimpin politik merupakan jabatan yang penting dan
menentukan. Dikatakan penting karena masyarakat manusia memerlukan
panata untuk mengatur hubungan antar manusia karena masing-masing
memiliki kekuatan untuk saling berperang. Karena itu berarti bahwa
masyarakat manusia memerlukan pemimpin yang akan melaksanakan
kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat
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agresifitas. Maka pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia
mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.22
Sebenarnya arti kepemimpinan bagi Ibn Khaldun adalah supervisi
terhadap kepentingan Negara muslim baik yang berkenaan dengan persoalan
agama maupun keduniaan.23 Untuk itu seorang pemimpin menurut Ibn
Khaldun adalah:
1. Harus berasal dari kalangan sendiri,
2. Mempunyai kemampuan menguasai warganya ,
3. Mempunyai kekuatan, kewibawaan serta kewenangan. Dan inilah yang
disebut al-Mulk.24
Di samping itu, persyaratan seorang pemimpin adalah:
1. Berilmu pengetahuan,
2. Bersifat adil,
3. Kafayat (mampu), dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang,
mampu memobilisasirakyat, mampu mengendalikan politik
kenegaraannya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya.
4. Sehat jasmani dan rohani.
4) Cara Pengangkatan
Dalam fiqhi siyasah disebutkan bahwa pengangkatan seorang pemimpin
bisa menggunakan salah satu dari dua prosedur yaitu:
a. Penunjukan dari pemimpin terdahulu kepada seseorang yang dipercaya
untuk menjadi penggantinya.
b.Bai’at wakil-wakil umat jika para wakil rakyat mempunyai pendapat yang
berbeda tentang calon pemimpinnya.
5) Hubungan antara Pemimpin dan Rakyat
Seandainya pemimpin tidak ada, kahidupan manusia akan berada dalam
kondisi kacau balau dan penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya
mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi pemimpin bukanlah seseorang
yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seseorang yang
melakukan suatu tugas social yang penting yang tujuannya berkaitan erat
dengan kelanjutan eksistensi manusia. Bagi Ibn Khaldun kekuasaan itu adalah
hubungan itu sendiri:
Ketahuilah bahwa kepentingan rakyat kepada pemimpin bukan pada diri
dan tubuhnya, seperti keelokan badannya, kebesaran tubuhnya, keluasan ilmu
pengetahuannya dan ketajaman otaknya. Kepentingan mereka itu terletak
dalam hubungan antara dia dan mereka. Karena itu kekuasaan dan pemimpin
itu hal yang bersifat relasional, jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah
fihak. Ia dinamakanpemimpin karena mengurus persoalan rakyat. Pemimpin
adalah seseorang yang mempunyai rakyat dan rakyat adalah orang yang
mempunyai pemimpin.25
Karasteristik Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Hasaruddin
AL-FIKRVolume 14 Nomor 3 Tahun 2010 483
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa seorang pemimpin
sebaiknya harus memiliki ghalabah, sultan dan kewenangan untuk melakukan
kekerasan. Namun Ibn Khaldun cenderung berpendapat bahwa seorang
pemimpin harus kharismatik. Karena itu sikap seorang pemimpin:
1.Perhatiannya harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini
seperti pepatah pujangga jawa: gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja.26
2.Harus mengawasi system kerja aparatnya dan selalu mempunyai
informasi tentang mereka.
3.Seorang pemimpin harus selalu terbuka dalam hal menerima keluhan
rakyatnya dan berusaha memenuhinya.
4.Seorang pemimpin merasa bahwa kekuasaan itu merupakan suatu
beban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Jadi, seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah seseorang yang
menganggap kekuasaannya sebagai amanah dari Allah, sehingga pelaksanaan
kekuasaannya dianggap tidak lain sebagai cara terbaik pengabdian kepada
Tuhan.
Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik benang merah bahwa,
pertama, pemikiran politik Ibn Khaldun timbul karena berangkat dari kondisi
social pada masa kehidupannya yang sedang mengalami kemunduran dan
perpecahan. Kedua, Ibn Khaldun berpendapat bahwa kehancuran dan
perpecahan tersebut karena pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin selalu
memiliki, merampas dan menguasai miliki sesamanya. Untuk itu perlu adanya
pemimpin yang dapat mengendalikan mereka. Ketiga, arti kepemimpinan bagi
Ibn Khaldun adalah supervise terhadap kepentingan Negara muslim, baik yang
berkenaan dengan persoalan agama maupun keduniaan, maka seorang
pemimpin haruslah seseorang yang mempunyai ghalabah, sultan dan
wewenang. Keempat, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sadar
bahwa suatu saat pertanggungjawabannya akan dipertanyakan di hadapan
Tuhan.
V. Penutup
Politik dalam pemikiran Ibn Khaldun merupakan suatu hal yang mulia
dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai mahluk Tuhan
yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu
mahluk lain yang berpolitik, sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan
manusia. Karena itu hendaknya politik itu dihadapi dan didekati manusia
dengan segi-segi terbaik yang dimiliki dirinya, bukan dengan segi-seginya
yang terburuk. Segi-segi yang terburuk itu adalah apa yang dinamakan oleh
Ibn Khaldun dengan sisa-sisa kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia.
Selanjutnya tugas manusia dalam bernegara adalah mesti berbuat dalam
bentuk yang sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan
dunia.
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